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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 

Berdasarkan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi dan pembahasan 

hasil penelitian, pada akhir penulisan ini akan dijabarkan beberapa kesimpulan 

dan rekomendasi yang kiranya dapat bermanfaat. 

A. Kesimpulan Umum 

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan di atas 

terungkap bahwa orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak 

dalam penguatan komitmen kebangsaan telah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan menguatnya komitmen 

kebangsaan yang nampak pada aspek pengetahuan tentang politik praktis, aspek 

afektif yakni dengan semakin meningkatnya pastisipasi politik, dan aspek 

evaluatif yang di tandai dengan penilaian tentang produk-produk politik. Dengan 

demikian peran dan keterlibatan setiap warga negara etnis Tionghoa di Kota 

Pontianak merupakan pembuktian diri menjadi warga negara yang baik (good 

citizenship). 

Perilaku yang merujuk pada nasionalisme-kebangsaan dapat 

diindikasikan dalam sejumlah perilaku yang merupakan manifestasi dari 

kesadaran akan adanya latar belakang yang berbeda-beda baik dari suku, agama, 

jenis kelamin, bahasa, status sosial, status ekonomi, gender dan budaya, sehingga 

mereka menyadari betul akan perlunya rasa saling menghormati dan menghargai 

teman-teman yang berbeda agama, suku dan ras, guna mempererat persatuan dan 
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kesatuan bangsa demi pengutan komitmen kebangsaan-naisonalisme  untuk 

terwujudnya pembagunan yang merata di Kota Pontianak. Dan hal ini juga tidak 

terlepas dari peran pendidikan kewarganegaraan yang  di bangun atas dasar 

paradigma pendidikan kewarganegaraan secara kurikuler; teoritik dan programatik 

serta mengandung target pencapaian pada setiap warga negara sesuai dengan apa 

yang termasuk dalam visi, misi dan tujuan mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan yang memuat dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics 

knowledge), dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills), serta dimensi 

nilai-nilai kewarga negaran (civics values).  

Dimana untuk selanjutnya hal di atas di pertegas lagi dengan keberadaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan yang dimana 

isinya memperjelas bahwa konsep bangsa Indonesia asli yang sesungguhnya yang 

tidak berdiri sendiri melainkan beradasarkan atas kesamaan ras, etnik (suku 

bangsa), bahasa, golongan, maupun agama, dimana sudah diakui didalam UUD 45 

maupun Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa jati diri bangsa Indonesia 

beranjak dari sejarah, rasa senasib dan sepenanggungan yang sudah ada sejak 

lama tumbuh dari masyarakat Indonesia yang plural dan heterogenitas. 

Dan dari beberapa aspek di atas sudah selayaknya seluruh warga negara 

mengimplementasikannya tanpa lagi ada rasa dan sikap yang mendiskriminasikan 

lagi sesama warga negaranya dengan membeda-bedakan etnis, agama, suku, dan 

bahasa. Dan selayaknya sudah patut kita tanamkan dan sadari bahwa kita adalah 

bangsa yang satu yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti meskipun 

berbeda-beda namun tetap bersatu demi membangun bangsa Indonesia. 
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B. Kesimpulan Khusus 

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam 

penguatan komitmen kebangsaan cukup tinggi, hal ini ditandai dengan 

meningkatnya aspek kognitif, aspek apektif dan evaluatif, dimana semakin 

tingginya, dimana hal ini mengalami perubahan dan peningkatan pada apek 

kognitif yaitu; pengetahuan, pemahaman tentang dan kepercayaan pada 

politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya politik itu 

sendiri. Aspek afektif yakni; kesadaran yakni perasaan terhadap sistem politik, 

peranan, keberadaan aktor dan penampilannya. Evaluatif, yaitu keputusan dan 

pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan 

kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan pada 

sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa mereka sudah mendisposisikan diri mereka sebagai warga 

negara yang baik dan sadar akan peran serta mereka di dalam proses 

pembangunan dengan melalui pembuktian partisipasi diri  didalam sistem 

politik lokal, dari aspek kognitif, afektif dan maupun evaluatif. Dimana 

dilapangan terungkap bahwa yakni pertama; orientasi politik kognitif, yaitu 

pengetahuan dan kepercayaan pada caleg, calon anggota DPRD, pada tataran 

ini, sebagian masyaraat entnis Tionghoa ternyata tidak mengenal calegnya, 

baik yang akan duduk di DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. 
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Kedua; orientasi politik afektif, yakni perasaan terhadap simulasi pemilu, 

penentuan pilihan, dan antusiasme pada pemilu. Ketiga; orientasi politik 

evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih masyarakat etnis Tionghoa 

terhadap parpol pilihan; penyelesaian persoalan ekonomi, politik dan 

keamanan oleh Pemerintah, ketertiban dan kerahasiaan pemilu; serta 

keterlibatan dalam kampanye pemilu. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

etnis Tionghoa terhadap orientasi politik sebagai salah satu menguatnya rasa 

komitmen kebangsaan, dimana hal ini dapat dilihat semakin banyaknya 

kompetitor politik yang beretnis Tionghoa di Kota Pontianak, apakah mereka 

hanya sebagai aktor politik eksekutif, ligeslatif, dan tak jarang hanya sebagai 

simpatisan partai politik saja, dan tak dapat dipukiri lagi semakin 

meningkatnya orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa ini semenjak sudah 

tebukanya ruang gerak warga negara dengan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang  

secara yuridis  telah mempertegas bahwa konsep bangsa Indonesia asli, 

memperkokoh konsep kebangsaan Indonesia yang tidak berdiri sendiri, sejak 

semula konsep kebangsaan Indonesia memang tidak berdasarkan atas 

kesamaan ras, etnik (suku bangsa), bahasa, golongan, maupun agama.  

2. Strategi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politik 

di Kota Pontianak cukup efektif, dimana hal ini ditandai dengan strategi yang 

diterapkan oleh sebagian masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan 

aktivitas politiknya lebih mendahulukan kesiapan berupa administrasi dalam 

hal ini berupa ijazah dan dokumen-dokumen serupa yang dibutuhkan, 
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kemudian melakukan langkah-langkah strategi politik berupa: mempersiapkan 

perencanaan (penentuan misi), melakukan analisa dan penilaian situasi untuk 

menjalankan misi, kemudian mengambil keputusan strategis misi apa yang 

berhasil dijalankan pada situasi yang ada, sasaran apa yang harus dicapai 

untuk menjalankan misi (melakukan perumusan), strategi lingkungan 

eksternal dan internal (citra target), melihat dengan jeli kelompok mana saja 

yang menjadi sasaran target (kelompok target),melakukan pesan kelompok 

target instrumen pokok kedalam kelompok target, kemudian melakukan 

rencana waktu dan aksi, dan terakhir selalu melakukan kontrol terhadap 

strategi. namun disamping itu tidak menutup kemungkinan ada strategi lain 

yang diterapkan, salah satunya adalah kemampuan untuk menciptakan 

komunikasi politik yang baik dan harmonis. 

3. Peran aktor politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam 

melakukan aktivitas politik, dimana penulis dapat merumuskan sebuah 

kesimpulan bahwa peran aktor politik masyarakat etnis Tionghoa dalam 

melakukan aktvivtas politik di Kota Pontianak belum berjalan dengan optimal, 

hal ini sudah jelas dengan ditandainya dari beberapa indikator aktivitas aktor 

politik yang masih lemah dalam melakukan kinerjanya seperti; (1) perwakilan 

dari aktor politik  dalam hal ini lembaga DPRD dalam menjalakan tugasnya 

belum benar-benar bisa menjadi wakil bagi konstituennya, (2) serta belum 

sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap produk politik 

yang dihasilkan, (3) belum transparansinya lembaga wakil rakyat terhadap 

publik dalam setiap proses hingga keputusan politik yang mereka buat dalam 
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aspek transparansi ini, dewan masih terlihat tertutup dihampir setiap aktivitas 

politik mereka. Sehingga, arus informasi yang bisa diakses publik, sangat 

terbatas, indikator mudah diakses. kerja parlemen seharus gampang diakses 

dan melibatkan publik. Namun sementara ini yang kita saksikan, jarang 

terjadi, publik dilibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan politik. Produk 

politik legislatif lebih banyak merupakan keputusan aktor politik saja, (4) 

indikator akuntabilitas, di mana setiap kerja lembaga legislatif harus bisa 

dipertanggungjawabkan kepada publik. dalam menjalankan tiga fungsinya, 

yakni, pengawasan, pembuatan perda dan pembuatan anggaran idealnya 

semuanya harus akuntabel, (5) indikator efektifitas, hendaknya institusi DPRD 

harus efektif dalam melaksanakan semua tugas. Misalkan dalam fungsi 

pengawasan, seberapa efektif  dewan mampu mengontrol penyimpangan yang 

terjadi. Belum optimalnya kinerja aktor/elite politik dapat diindikasikan oleh 

beberapa faktor yakni; masih kentalnya sistem dan budaya politik lama, yakni 

hirarkhi yang tegar, patronase maupun masih kuatnya budaya neo-

patrimonialistik di Indonesia. Maka kinerja lembaga legislatif sangat terkait 

erat dengan sistem politik maupun pemilu yang ada. Oleh sebab itu, sampai 

kapanpun juga, kinerja aktor/elite politik, dalam hal ini DPRD tidak akan 

kunjung membaik dan bisa memuaskan publik, jika anggota DPRD 

merupakan produk dari sebuah sistem yang masih buruk. Salah satu upaya 

kedepan, yang bisa ditempuh, misalkan dengan melakukan perbaikan dalam 

sistem rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) oleh kalangan partai politik 

(parpol). Sejak awal, mesti disaring secara ketat, orang-orang yang hanya 
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memiliki kapabiltas, integritas serta pengalaman politik yang bisa diajukan 

sebagai caleg. Sistem rekrutmen yang baik bagi caleg sejak awal, akan 

mempengaruhi kinerja mereka saat duduk sebagai wakil rakyat. Dan tak kalah 

pentingnya membina komunikasi politik yang harmonis antar individu satu 

dengan lain untuk sedapat mungkin meminilisir isu-isu dan konflik baik di 

badan eksekutif, legislatif maupun publik dalam hal ini masyarakat. 

4. Faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik 

masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen 

kebangsaan yakni faktor tumbuhnya dari naluriah sejak zaman Hindia Belanda 

dikarenakan masyarakat etnis Tionghoa merasa bagian dari anak bangsa, dan 

salah satu  faktor pendorong meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat 

etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan 

adalah faktor diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, 

tentang Kewarganegaraan yang dimana salah satu isi dari Undang-Undang 

tersebut telah memperjelas bahwa konsep bangsa Indonesia asli yang 

sesungguhnya yang tidak berdiri sendiri melainkan beradasarkan atas 

kesamaan ras, etnik (suku bangsa), bahasa, golongan, maupun agama, dimana 

sudah diakui didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-

Undang Kewarganegaraan bahwa jati diri bangsa Indonesia beranjak dari 

sejarah, rasa senasib dan sepenanggungan yang sudah ada sejak lama tumbuh 

dari masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur. Dan hal inilah dapat 

diartikan oleh sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa sebagai salah suatu 

pembuktian loyalitas diri terhadap komitmen kebangsaan memalui peran serta 

mereka dalam kancah dunia politik di tanah air. 
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C. Rekomendasi  

Merujuk pada hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal 

berkaitan dengan orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan 

komitmen kabangsaan terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan. 

Rekomendasi ini disampaikan kepada berbagai pihak terkait yang memiliki 

kontribusi kuat terhadap pendidikan kewarganegaraan khususnya bagi pemerintah 

eksekutif maupun legiselatif dan bagi lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya. 

1. Kepada pemerintah eksekutif dan legislatif dalam melakukan aktivitas 

politik dan menjalankan tugasnya sebagai penjabat pemerintah daerah di 

Kota Pontianak, hendaknya selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, 

dalam hal ini mewujudkan janji-janji politik yang telah menjadi agenda 

program kerja yang sudah dicanangkan, dan sudah semestinya tugas 

pemerintah eksekutif dan legislatif untuk tetap  berkomitmen dalam 

menjalankan tugas demi tujuan bersama membanggun daerah di Kota 

Pontianak tanpa lagi harus memiliki kepentingan pribadi dan 

mendiskriminasikan, etnis, ras, agama, bahasa dan kelompok tertentu. 

2. Kepada masyarakat etnis Tionghoa sudah saatnya membuktikan loyalitas 

kepada bangsa dengan tetap meningkatkan komitmen kebangsaan dengan 

mengaktualisasikan diri dari ide-ide dan pemikiran yang komit demi tujuan 

bersama untuk membangun daerah di Kota Pontianak. Di samping itu 

hendaknya masyarakat etnis Tionghoa lebih bisa untuk hidup perdampingan 

dan berkrjasama sebagai warga negara tanpa lagi harus ada rasa curiga dan 

mencurgai antar individu, dengan tidak membeda-bedakan kelompok 
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tertentu, baik itu perbedaan dalam status sosial, etnis, jenis kelamin, suku, 

bahasa dan agama yang dianut.  

3. Kepada para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama para 

pengembang kurikulum pendidikan nasional sudah semestinya untuk 

merespon pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda demi 

terwujudnya warga negara yang mempunyai  pengetahuan, sikap dan 

penilaian yang lebih baik lagi sehingga warga negara di harapkan lebih bisa 

melek akan politik, dan diharapkan setiap individu lebih bisa memposisikan 

dirinya sebagai warga negara di dalam sistem politik lokal maupun nasional, 

hal ini sedana dengan realitas yang disemangati oleh rasa kebangsaan- 

nasionalisme. 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan tersebut, 

direkomendasikan untuk secara lebih mendalam mengkaji dan menelaah 

masalah-masalah mengenai orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa 

dalam penguatan komitmen kebangsaan sebagai pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan yang berbasis pendidikan politik  bagi generasi muda, hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada guru atau dosen 

untuk mencoba mengimplementasikan sesuatu yang baru untuk 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pentingnya pendidikan 

politik bagi generasi muda, dimana hal ini merupakan model yang tepat 

untuk menjawab tantangan pendidikan sekarang ini dengan melihat pada 

kondisi hiruk pikuk politik bangsa kita. Sehingga di harapkan semua warga 

negara melek akan politik dan dapat membangun aktivitas dan 
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kreativitasnya sebagai masyarakat sekaligus warga negara  untuk lebih 

meningkatkan komitmen dan loyalitas kepada bangsa dan negara. 


